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Fadilah Raskasih (B111 09 410), dengan judul skripsi “Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Istri (Studi 
Kasus di Wilayah Hukum Polres Luwu Utara Tahun 2007 – 2011)” di 
bawah bimbingan Bapak H. M. Imran Arief sebagai pembimbing I dan Ibu 
Hj. Haeranah sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan seseorang melakukan kekerasan fisik terhadap istri di 
wilayah hukum Polres Luwu Utara tahun 2007 – 2011, upaya-upaya yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam 
menanggulangi kekerasan fisik terhadap istri. Penelitian ini dilaksanakan 
di Kab.Luwu Utara yaitu di wilayah hukum Polres Luwu Utara dengan 
melakukan wawancara dan kuisioner dengan pihak – pihak yang terkait 
langsung dengan masalah yang dibahas dalam hal ini, beberapa pelaku 
dan pihak kepolisian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan seseorang melakukan kekerasan fisik terhadap istri di 
wilayah hukum Polres Luwu Utara ada 2, yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor Internal, seperti: kecemburuan, ketidakadilan, pengaruh 
miras, aspek moralitas, usia, poligami, tidak adanya demokrasi di dalam 
keluarga dan kurangnya komunikasi. Faktor Eksternal, seperti: faktor 
lingkungan, faktor perkembangan teknologi, faktor budaya, faktor 
ekonomi, aspek pendidikan, dan tidak adanya kesetaraan gender. Upaya-
upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak 
Kepolisian dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap istri di wilayah 
hukum Polres Luwu Utara yaitu Penerangan, Bimbingan Penyuluhan 
(BIMLUH), Tatap Muka, Pelayanan Masyarakat (YANMAS), Pendidikan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan merupakan sesuatu yang menjadi fenomena 
kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang yang 
berbeda. Oleh karena itu, dalam realitas sosial dapat ditangkap 
berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda 
satu dengan yang lain.  
Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia tidak lepas dari 
berbagai masalah pelanggaran dan berbagai kejahatan yang dapat 
mengancam stabilitas bangsa, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Sebagai bangsa yang melaksanakan pembangunan di 
segala aspek kehidupan, maka kejahatan dalam bentuk kekerasan 
fisik khususnya di dalam sebuah keluarga merupakan suatu kejahatan 
yang dapat menghambat pembangunan bangsa sebab sebagaimana 
yang kita ketahui bersama bahwa keluarga merupakan lingkungan 
sosial pertama yang dikenal oleh manusia sebagai tempat belajar 
untuk melakukan interaksi dengan orang lain. 
Problematika kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) , 
yang korbannya kebanyakan adalah perempuan hingga saat ini masih 
banyak terjadi.Masalah ini menjadi masalah yang global yang terkait 
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dengan hak asasi manusia. Pada tatanan hukum, telah dibuat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang khusus mengatur tentang 
tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Undang-
Undang ini diatur untuk menjadi payung hukum yang dapat memberi 
perlindungan kepada para korban, Adapun bagi pelaku dan calon 
pelaku, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut merupakan 
peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 
merupakan tindakan yang dapat dipidana.Namun, pada 
pelaksanaannya hak-hak yang diberikan hukum kepada korban belum 
sepenuhnya bisa ditegakkan.Perlindungan hak-hak korban masih 
belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan buruk bagi para 
korban. 
Rumah tangga seharusnya merupakan tempat aman untuk 
berlindung bagi setiap anggota keluarga.Namun, pada kenyataannya 
banyak rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan dan 
penyiksaan karena adanya tindak kekerasan di dalamnya.Kasus 
kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih saja terus 
terjadi.Hal ini tentu amat mengejutkan mengingat telah 
diratifikasikannya Undang – Undang  Nomor23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 
Sebenarnya KDRT bukan hal yang baru, namun selama ini 
banyak yang merahasiakan kasus kekerasan tersebut dengan alasan 
bahwa urusan rumah tangga merupakan suatu urusan yang tertutup 
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atau hanya untuk kalangan sendiri sehingga harus diselesaikan secara 
internal saja.Akibatnya, nyaris mustahil meminta bantuan kepada 
orang luar untuk mengatasi hal ini.Apalagi selubung harmoni keluarga 
mengaburkan soal kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga. 
Kasus-kasus KDRT yang bermunculan cenderung ditutup-tutupi, 
tidak diakui atau dengan kata lain ditenggelamkan di wilayah privat dan 
personel. Terutama pada kasus penganiayaan, khususnya 
penganiayaan fisik kepada istri oleh suaminya. Pada kasus ini 
masyarakat cenderung diam dan bersikap masa bodoh. Menganggap 
bahwa itu sebagai previlege suami untuk mengendalikan dan 
memperlakukan istri semaunya sendiri. Mengingat pada struktur 
kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi 
dominan, yakni sebagai kepala keluarga. 
Dengan sedikit mengesampingkan pemahaman masyarakat 
tentang struktur kekerabatan yang berpihak pada suami, yang harus 
kita pahami selanjutnya adalah  KDRT merupakan salah satu bentuk 
kejahatan yang bukan lagi dikategorikan sebagai masalah keluarga 
melainkan hal tersebut merupakan suatu kejahatan, serta penegakan 
hukum perlu dilaksanakan secara konsekuen agar dapat memberikan 
kontribusi besar terhadap perlindungan korban-korban kekerasan 
dalam rumah tangga. 
Berdasarkan latar belakang inilah, maka penulis 
mengangkatnya ke dalam bahasan skripsi dengan judul ”Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Istri 
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(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Luwu Utara Tahun 2007- 
2011)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan yang menyangkut kekerasan fisik kepada istri yaitu: 
1. Apa faktorpenyebab terjadinya kasus kekerasan fisik oleh suami 
terhadap istri di wilayah Hukum Polres Luwu Utara? 
2. Bagaimana penanggulangan terhadap kasus kekerasan fisik 
oleh suami  terhadap istri yang terjadi di wilayah hukum Polres 
Luwu Utara? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktorpenyebabterjadinya kasus kekerasan 
fisik oleh suami terhadap istri di wilayah Hukum Polres Luwu 
Utara. 
2. Untuk mengetahui penanggulangan terhadap kasus kekerasan 
fisik oleh suamiterhadap istri yang terjadi di wilayah hukum 
Polres Luwu Utara. 
D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai 
kegunaan yaitu : 
1. Dari segi praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat 
memberikan informasi, sebagai pertimbangan, ataupun menjadi 
masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak 
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hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi 
permasalahan kekerasan fisik kepada seorang istri di dalam 
sebuah rumah tangga yang terus terjadi di Indonesia, 
khususnya di wilayah Polres Luwu Utara. 
2. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 
sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan pengembangan 
kajian hukum pidana. Disamping itu dapat digunakan sebagai 
bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang 
diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin 
















Istilah “Kriminologi” pertama kali diperkenalkan oleh seorang 
ahli Antropologi Perancis yang bernama P. Topinard (1830 – 1911) 
yang secara harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan 
atau penjahat dan “Logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Maka 
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat 
(www.gats_shmh.com, diakses tanggal5 desember 2012). 
Beberapa ahli mendefenisikan istilah Kriminologis sebagai 
berikut: 
1) P. Topinard (Topodan Eva, 2001 : 5), mendefinisikan bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis 
atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu 
pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu 
pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala 
yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut 
dengan cara-cara yang ada padanya.” 
2) Edwin H. Sutherland (J. E. Sahetapy, 1992 : 5), mendefinisikan 
kriminologi bahwa: 
“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency 
and crime as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan 
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pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan 
sebagai gejala sosial).” 
3) Paul Moedigdo Moeliono (Soedjono, 1976 : 24), merumuskan 
bahwa: 
“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai masalah manusia.” 
4) Soedjono, (1976 : 24), mendefinisikan kriminologi sebagai 
berikut: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab 
akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala 
manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari 
berbagai ilmu pengetahuan.” 
5) J. Constant (A. S. Alam, 2010 : 2), memberikan defenisi bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab 
terjadinya kejahatan dan penjahat.” 
6) WME. Noach (A. S. Alam, 2010 : 2), memberikan defenisi 
bahwa: 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-
gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-
musabab serta akibat-akibatnya.” 
7) W. A. Bonger (A. S. Alam,2010 : 2), memberikan defenisi 
bahwa: 
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“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.”. Bonger kemudian 
memberikan batasan kriminologi, yaitu dengan membagi 
kriminologi ke dalam dua aspek: 
a) Kriminologi praktis, yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil 
penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya. 
b) Kriminologis teoritis, yaitu ilmu pengetahuan yang 
berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan 
lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan 
dan mencoba menyelidikisebab dari gejala tersebut (etiologi) 
dengan metode yang berloaku pada kriminologi. 
Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar (A. S. 
Alam, 2010 : 4-7), yaitu: 
1. Kriminologi teoritis 
a) Antropologi Kriminal 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda 
fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. 
b) Sosiologi Kriminal 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
sebagai gejala sosial. 
c) Psikologi Kriminal 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
dari sudut ilmu jiwa. 
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d) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
penjahat yang sakit jiwa/gila. 
e) Penologi 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah, arti dan faedah hukum. 
2. Kriminologi praktis 
a) Hygiene Kriminal 
Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk 
memberantas faktor timbulnya kejahatan. 
b) Politik Kriminal 
Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah 
caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya 
kepada terpidana agar ia dapat menyadari 
kesalahannya serta berniat untuk tidak melakaukan 
kejahatan lagi. 
c) Kriminalistik 
Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan 
penangkapan pelaku kejahatan. 
Berdasarkan uraian secara umum di atas, maka dapat ditarik 
suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup 
tiga hal, yaitu: 
1. Perbuatan yang disebut sebagai Kejahatan; 
2. Pelaku kejahatan; dan 
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3. Reaksi masyarakat yang ditujukan terhadap perbuatan 
maupun terhadap pelakunya. 
Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan.Jadi suatu 
perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan 
kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat.Dimana reaksi 
dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman dan aman bagi 
masyarakat. 
Mengingat banyaknya teori-teori mengenai kriminologi untuk 
itu difokuskan beberapa teori yang dapat dibagi dalam tiga 
perspektif, yaitu: 
1) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis 
dan psikologis. 
Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-
perbedaan yang terdapat pada individu.Para tokoh psikologis 
mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam 
kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak 
memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, 
perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana 
agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau 
reaksi delikuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan 
faktor-faktor kepribadian, serta situasi antara beberapa 
kerusakan mental dan kejahatan. 
Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare 
Lombrosso, Rafaelo serta Charles Goring dalam upaya 
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penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang 
tingkah laku Kriminal.Para tokoh genetika misalnya berargumen 
bahwa kecenderungan untuk melakukan tindak kekerasan atau 
agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat 
diwariskan.Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, 
ketidakharmonisan kromosom, kerusakan otak, dan sebagainya. 
2) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif 
sosiologis. 
Teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal 
angka kejahatan dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: 
a) Teori-teori Strain 
Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh 
anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya, 
yaitu nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya dari kelas 
menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan 
ekonomi, oleh karena orang-orang dari dari kelas bawah 
tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate 
means) di dalam keputusasaannya tersebut. 
b) Teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theories) 
 Cultural deviance theories memandang kejahatan 
sebagai seperengkat nilai-nilai yang khas pada lower class 
(kelas bawah).Baik Strain maupun cultural deviance theories 
menempatkan penyebab kejahatan pada 
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ketidakberuntungan posisi orang-orang di strata bawah 
dalam suatu masyarakat yang berbasiskan kelas. 
c) Teori Kontrol Sosial 
 Teori-teori kontrol sosial tertarik pada pertanyaan 
mengapa sebagian orang taat pada norma. Teori kontrol 
sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-
strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan 
membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada 
aturan-aturan masyarakat. 
3) Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya(Topo dan 
Eva, 2008 : 35). 
Teori ini merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap 
kejahatan yang berbeda dengan dua perspektif 
sebelumnya.Para kriminolog dari perspektif ini beralih dari teori-
teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat-
sifat pelaku atau kepada sosial. Mereka justru berusaha 
menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena 
cacat/kekurangan internal, tetapi karena apa yang dilakukan 
oleh orang-orang yang berada dalam sistem peradilan pidana.  
Penjelasan alternatif ini secara tegas menolak model 
consensus kejahatan dimana semua teori sebelumnya (baik 
mazhab klasik maupun positif berada).Menurut teori-teori ini 
kalau perbuatan tidak dibuat menjadi criminal oleh hokum, maka 
tidak seorang pun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut 
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sebagai seorang penjahat.Seperti yang terurai secara singkat 
pada teori-teori labeling, konflik, dan radikal. 
a) Labeling Theory 
Para penganut labeling theory memandang para kriminal 
bukan sebagai orang yang bersifat jahat (evil) yang terlibat 
dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah, tetapi mereka 
adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus 
jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun 
secara luas. 
Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak 
sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang 
signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat 
dalam suatu proses defenisi sosial dimana tanggapan dari 
pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan 
pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga 
pandangan individu pada diri mereka sendiri. 
b) Conflict Theory  
Teori konflik lebih jauh mempertanyakan proses 
perbuatan hukum itu sendiri. Menurut mereka, pertarungan 
(strungle) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran 
eksistensi manusia.Dalam pertarungan kekuasaan itulah 
berbagai kelompok kepentingan berusahan mengontrol 
pembuatan dan penegakan hukum. 
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c) Radical (critical) Criminology 
Teori ini memiliki kesamaan dengan teori konflik, 
khususnya pemikiran bahwa hukum itu diciptakan oleh yang 
berkuasa untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, tetapi 
para penganut teori critical/radical  ini berbeda pendapat dalm 
hal kuantitas dari kekuatan yang bersaing dalam 
pertarungankekuasaan. Bagi mereka, hanya ada satu segmen 
yang mendominasi, yaitu the capitalist ruling class, yang 
menggunakan hukum pidana untuk memaksakan moralitasnya 
kepada semua orang di luar mereka dan mendefenisikan setiap 
perbuatan yang mengancam status quo ini sebagai kejahatan. 
2. Kekerasan 
Kejahatan kekerasan (criem of violence) tercantum di dalam 
Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 
tersebar dalam bab-bab tertentu. 
Andi Hamzah (1993) mengemukakan jenis kejahatan yang 
tergolong ke dalam kejahatan kekerasan yang tercantum di dalam 
KUHP seperti dalam: 
a) Bab V mengenai kejahatan terhadap Kepentingan Umum, 
Pasal 179 KUHP, yaitu bersama-sama melakukan 
kekerasan secara terang-terangtan terhadap orang atau 
barang. 
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b) Bab VIII mengenai kejahatan terhadap Kekuasaan Umum, 
Pasal 211 KUHP, yaitu melakukan kekerasan terhadap 
pegawai negeri. Begitu pula Pasal 212 KUHP. 
c) Bab XIV mengenai kejahatan terhadap Kesusilaan, Pasal 
285 KUHP, yaitu pemerkosaan atau pemaksaan perempuan 
yang bukan istri untuk bersetubuh. Ini hanya dapat dilakukan 
oleh seorang pria terhadap perempuan dan dilakukan di luar 
perkawinan. Selanjutnya Pasal 300 KUHP, mengenai 
memaksa seseorang dengan kekerasan agar minum-
minuman yang memabukkan. 
d) Bab XVIII mengenai kejahatan terhadap kemerdekann 
seseorang, Pasal 332 ayat (2) KUHP yaitu tentang melarikan 
seorang perempuan dengan kekerasan. Selanjutnya Pasal 
333 KUHP tentang merampas kemerdekaan seseorang 
secara melawan hukum dan Pasal 335 yaitu memaksa orang 
lain dengan kekerasan. 
e) Bab XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa orang. Pasal 
338 – 350 KUHP. Hal in i mencakup pembunuhan yang 
dilakukan dengan kekerasan. 
f) Bab XXII mengenai pencurian Pasal 365 ayat (1) KUHP 
mempunyai unsur yang istimewa, yaitu mempergunakan 
kekerasan atau ancaman kekerasan. 
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g) Bab XXIII mengenai pemerasan, Pasal 368 ayat (1) KUHP 
yaitu adanya unsur yang memaksa orang dengan kekrasan 
yang terdapat dalam KUHP. 
Demikian delik-delik yang mengandung unsur kekerasan 
atau dapat digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan yang 
terdapat dalam KUHP. 
Dalam pengertian kepolisian, apa yang termasuk kejahatan 
dengan kekerasan (J. E Sahetapy, 1982:13) adalah dalam bentuk: 
a) Pencurian dengan Kekerasan; 
b) Pembunuhan; 
c) Penganiayaan Berat; 
d) Pemerasan; 
e) Pemerkosaan dan Penculikan. 
Berdasarkan penggolongan tersebut, diketahui bahwa 
kejahatan kekerasan merupakan salah satu sub species dari 
violence. 
Adapun klasifikasi dari keadaan tersebut yang dibuat oleh 
Kepolisian (Romli Atmasasmita, 1986 : 56), yaitu: 
a) Emotional Violence, merujuk pada tingkah laku yang bersifat 
agresif disebabkan karena amarah atau perasaan takut yang 
meningkat. 
b) Instrumental Violence, merujuk kepada tingkah laku agresif 
karena memang dipelajari dari lingkungannya. 
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c) Random or Individual Violence, merujuk pada tingkah laku 
perorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu. 
d) Collective Violence, merujuk pada tingkah laku yang 
melibatkan kelompok tertentu yang ditujukan untuk 
mencapai tujuan tertentu. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
kekerasan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: 
a) Kejahatan kekerasan individual; 
b) Kejahatan kekerasan kolektif. 
Menurut Clinard dan Quinney (Romli Atmasasmita, 1986 : 
57) yang termasuk kejahatan kekerasan individual meliputi 
pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape), penganiayaan berat 
(aggravated assault), perampokan bersenjata (armed robbery), dan 
penculikan (kidnapping), sedangkan yang termasuk kejahatan 
kekerasan kolektif adalah perkelahian antar geng remaja yang 
menimbulkan kerusakan harta benda atau luka berat atau 
kematian. 
Adapun pengertian kekerasan itu sendiri dapat dijumpai 
pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi : ”Yang disamakan melakukan 
kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. 
Yang dimaksud kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya 
memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, 
menendang, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan 
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pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, 
umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, 
sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak 
dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sementara 
pengertian tidak berdaya disini artinya tidak memiliki kekuatan atau 
tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan 
sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, 
mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu 
lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa 
yang terjadi atas dirinya. Perlu diketahui disini bahwa mengancam 
orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya 
itu tidakb boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, 
sebab dalam Pasal kekerasan ini hanya mengatakan tentang 
”melakukan kekerasan” bukan membicarakan tentang kekerasan 
atau ancaman kekerasan. Sementara untuk ancaman kekerasan itu 
sendiri dapat secara fisik maupun non-fisik, (Moerti Hadiati 
Soeroso, 2010 : 58). 
3. Rumah Tangga 
Pengertian ”rumah tangga” itu sendiri tidak tercantum dalam 
ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian 
”keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. Pasal 1 angka 30 mengatur sebagai berikut: 
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”Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah 
sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan” 
Adapun ruang lingkup rumah tangga yang terdapat dalam 
Pasal 2 UU PKDRT meliputi: 
a) Suami, istri, dan anak; 
b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan 
orang sebagaimana maksud huruf a karena hubungan darah, 
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang 
menetap dalam rumah tangga tersebut. 
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, yang dimaksud 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 
rumah tangga.  
Pada dasarnya defenisi kejahatan kekerasan dalam rumah 
tangga mengacu pada kekerasan terhadap perempuan yang 
terdapat dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan 
Terhadap Perempuan (Declaration on the Elimination of Violence 
Against Women).  
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Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap 
Perempuan (Declaration on the Elimination of Violence Against 
Women) menyatakan: 
”Any act in gender-based violence that result in, or is likely to 
results in, physical, sexual or psychological harm or suffering to 
women, including threats of such acts, coercion, or arbitrary 
deprivation of liberty, wheter occuring in public or private place”. 
(Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang 
berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan 
perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman 
tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan 
secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau 
dalam kehidupan pribadi). 
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Pasal 1 tentang tempat 
terjadinya kejahatan kekerasan juga meliputi di depan umum 
maupun dalam kehidupan pribadi. Dengan demikian, ruang lingkup 
kekerasan pun menjadi lebih luas. Bahwa kekerasan dapat terjadi 
dalam rumah tangga (keluarga), masyarakat luas, serta wilayah 
negara. 
Adapun dengan lahirnya UU PKDRT, jenis – jenis kekerasan 
digolongkan, meliputi: 
a. Kekerasan fisik; 
Berdasarkan pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik diartikan 
sebagai rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. 
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b. Kekerasan psikis; 
Pasal 7 UU PKDRT mengartikan kekerasan psikis sebagai 
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,hilangnya rasa 
percaya diri,hilangnya kemampuan untuk bertindak,rasa tak 
berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 
c. Kekerasan seksual; 
Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa 
pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan 
atau tidak disukai,pemaksan hubungan seksual dengan orang 
lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. (Penjelasan 
Pasal 8 UU PKDRT). Beradasarkan Pasal 8 UU PKDRT 
tersebut, kekerasan seksual meliputi: 
1) Pemaksaan hubugan seksual yang dilakukan terhadap 
orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 
2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang 
dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan 
tujuan komersil atau tujuan tertentu. 
d. Penelantaran rumah tangga; 
Berdasarkan Pasal 9 UU PKDRT, penelantaran  rumah 
tangga meliputi: 
1) Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, 
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut. 
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2) Mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di 
dalam atau di luar rumah sehingga berada di bawah kendali 
orang tersebut (Rika Saraswati, 2009 : 21) 
Delik – delik dalam UU PKDRT ini merupakan delik umum. 
Adapun yang termasuk delik aduan sebagai berikut: 
1) Tindak pidana kekerasan fisik dan psikis yang dikategorikan 
ringan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang 
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan atau kegiatan sehari – hari (Pasal 51 dan 52 UU 
PKDRT) 
2) Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami 
terhadap istri atau sebaliknya (Pasal 53 UU PKDRT). 
Selanjutnya KDRT berdasarkan sebab terjadinya menurut 
Dedy Fauzi Elhakim (Moerti Hadiati Soeroso, 2010 : 82) dapat 
dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut: 
a. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi 
ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama 
berawal dari kekerasan non – fisik, mulai dari sikap dan prilaku 
yang tidak dikehendaki, maupun lontaran – lontaran ucapan 
yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga 
terhadap anggota keluarga lainnya. 
Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, 
sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan, dan 
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kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. 
Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional 
yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan 
kekerasan tersebut dapat berupa penganiayaan ringan, 
penganiayaan berat, dan pembunuhan. Tindakan lain yang 
mengiringi terkadang terjadi pengrusakan bahkan bunuh diri. 
Puncak perbuatan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk 
mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak 
mampu menyelesaikannya.  
b. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ledakan 
emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan 
tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika 
(spontan) tanpa didukung oleh latarbelakang peristiwa yang 
lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga 
diri dan martabat si pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu 
cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri 
dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang 
bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan 
perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa 
penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga 
lainnya. 
5. Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga 
Secara teoritis kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa 
sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis 
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adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Namun, yang 
menjadi penekan disini adalah kekerasan fisik.  
Berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik diartikan 
sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau 
luka berat. Dalam hal ini tindak pidana kekerasan fisik dikategorikan 
ke dalam dua kategori yaitu sebagai berikut: 
1) Penganiayaan berat, semua perbuatan yang mengakibatkan: 
a) Cedera berat; 
b) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari; 
c) Pingsan; 
d) Luka berat pada tubuh korban atau luka yang sulit 
disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati; 
e) Kehilangan salah satu panca indera; 
f) Mendapat cacat; 
g) Menderita sakit lumpuh; 
h) Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; 
i) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan; 
2) Penganiayaan ringan, semua perbuatan yang mengakibatkan:  
a) Cedera ringan;  
b) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori 
berat; 
c) Melakukan reptisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan 
ke dalam jenis kekerasan berat. 
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B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Masalah KDRT dewasa ini telah menjadi masalah global karena 
kekerasan terkait dengan isu global tentang Hak Asasi 
Manusia.Perkembangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga 
dewasa ini sangat mencemaskan.bagi Negara-negara yang 
mempunyai undang-undang khusus tentang kekerasan domestik, 
kejahatan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dibawa ke 
pengadilan dengan proses hukum khusus untuk dapat menuntut hak-
haknya. 
Walaupun penegakan hukum (law enforcement) itu 
dimaksudkan memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, dan 
menjembatani hak-hak korban untuk mendapatkan kepastian hukum 
dan keadilan, ancaman hukuman tidak mencantumkan hukuman 
minimal hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman alternatif 
kurungan dan denda.Hal ini terasa terlalu ringan bila dibandingkan 
dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan 
bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur di 
dalam KUHP.Apalagi jika korban mengalami kerugian secara fisik, 
material, maupun non-fisik.Sehingga perlu adanya upaya strategis 
diluar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi 
korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang 
menimpanya. 
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Adapun asas disusunnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 ini tercantum pada Pasal 3, sebagai berikut: 
“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan 
berdasarkan asas: 
1) Penghormatan hak asasi manusia; 
2) Keadilan dan kesetaraan gender; 
3) Nondiskriminasi; dan 
4) Perlindungann korban.” 
Pembentukan UU PKDRT ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 
UU PKDRT, mempunyai tujuan: 
1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 
2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 
3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; 
4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 
C. Faktor – Faktor  Penyebab Kejahatan  
Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan 
oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau 
kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar 
kriminolog dan pakar ilmu hukum. Keberagaman ini disebabkan karena 
masalah sebab musabab  kejahatan selalu merupakan persoalan yang 
sangat menarik. 
Upaya pencarian tentang penjelasan mengenai sebab timbulnya 
kejahatan, dalam etiologi kriminil membagi 3 mazhab (Moerti Hadiati 
Soeroso, 2010 : 75) 
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1) Mazhab Anthropologis atau Mazhab Biologis atau Mazhab Italia 
Peletak dasar mazhab antrhpologis adalah Cesare 
Lambrosso yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya 
kejahatan adalah karena penyebab dalam, yang bersumber pada 
bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan rohani seseorang. 
2) Mazhab Sosiologis atau Mazhab Perancis 
Menurut mazhab sosiologis, faktor penyebab utama 
dari kejahatan adalah tingkatan (niveau-theori) penjahat dan 
lingkungannya (milieu-theori) yang tidakj menguntungkan.Tokoh 
yang mengemukakan ajaran ini adalah Manouvrier dan 
Lacassagne. 
3) Mazhab Biososiologis atau Mazhab Gabungan atau Mazhab 
convergentie 
Mazhab biososiologis menggunakan theorie 
convergentie (gabungan) sebagai penyebab kejahatan.Tokoh 
mazhab ini adalah Ferry dan Van Bemmelen.Menurut ajaran ini, 
timbulnya berbagai bentuk kejahatan dipengaruhi sederetan factor-
faktor, dimana watak dan lingkungan seseorang banyak berperan. 
Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: sifat, bakat, watak, intelek, 
pendidikan dan pengajaran, suku bangsa, seks, umur, kebangsaan, 
agama, ideologi, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan keluarga. 
Kejadian demi kejadian, periode demi periode, kekuatan-kekuatan 
relatif dari watak dan lingkungan silih berganti atau bersamaan 
berpengaruh terhadap seseorang. 
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Ketiga mazhab tersebut menganut teori determinisme, 
yang menegmukakan bahwa seseorang melakukan kejahatan 
ditentukan (determine) oleh pengaruh luar atau lingkungan, tetapi 
dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku 
sendiri. 
Menurut sebuah Lembaga Bantuan Hukum Untuk 
Perempuan dan Keluarga (LKBHUWK) penyebab terjadinya KDRT 
dapat digolongkan menjadi 2 (dua faktor), yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari 
pelaku kekerasan yang ia mudah sekali melakukan tindakan 
kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan 
atau frustasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor dari 
luar diri pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki 
tingkah laku agresif dapat melakukan tindakan kekerasan bila 
berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya 
kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami 
atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau 
penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya (Moerti Hadiati 
Soeroso, 2010 : 76). 
Secara umum faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam 
rumah tangga, adalah:  
1) Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara; 
2) Masyarakat menanamkan bahwa laki-laki harus kuat, berani, serta 
tanpa ampun; 
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3) KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi 
persoalan pribadi terhadap relasi suami istri; 
4) Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga menimbulkan 
anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan; 
5) Pengaruh sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan 
perempuan dan anak dalam posisi marginal. 
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Usaha penanggulangan kejahatan itu sendiri telah ada dan 
terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun warga 
masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan 
bermasyarakat yang tenang dan damai. 
Penaggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan 
sempit.Dalam pengertian luas, maka pemerintah dan masyarakat 
sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral di masyarakat 
(Sudarto, 2000 : 114). 
Menurut Hoefnagels (Barda Nawawi Arief, 1991 : 2) upaya 
penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan : 
1) Criminal application (penerapan hukum pidana) 
Contoh : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal 
yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya. 
2) Preventif without punishment (pencegahan tanpa pidana) 
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Contoh: dengan menerapkan hukum maksimal pada pelaku 
kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi 
(pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman 
atau shock therapy kepada masyarakat. 
3) Influencing views of society on crime and punishment 
(mempengaruhi pandangan masyarakat tentang pemidanaan lewat 
media massa) 
Contoh: mensosialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan suatu gambaran tentang bagaimana delik itu dan 
ancaman hukumannya. 
Berdasarkan UU PKDRT telah diatur mengenai hak-hak yang 
dapat dituntut kepada pelaku sebagai upaya penanggulangan KDRT, 
antara lain: 
1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun 
atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 
2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 
3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 
4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan 
5) Pelayanan bimbingan rohani. 
Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan 
pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja 
sosial, relawan,pendamping dan/atau pembimbing rohani (Pasal 10 UU 
PKDRT).  
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E. Deskripsi Umum Wilayah Hukum Polres Luwu Utara 
Kepolisian Resort (Polres) Luwu Utara merupakan salah satu 
dari beberapa Polres yang ada di bawah naungan Kepolisian Daerah 
(Polda) Sulawesi Selatan, yang beralamat di jalan Ahmad Yani no. 57 
Masamba. Polres Luwu Utara bertugas menyelenggarakan tugas – 
tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memelihara 
keamanan, ketertiban dan memberikan perlindungan, bimbingan dan 
pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum meliputi 
seluruh wilayah administratif kabupaten Luwu Utara. 
Adapun deskripsi secara umum lokasi Polres Luwu Utara 
sebagai berikut (www.luwuutara.go.id, diakses 10 Februari 2013): 
1. Kondisi Geografis 
Polres Luwu Utara yang terletak di jalan Ahmad Yani no. 57 
Masamba memiliki luas wilayah hukum7.502,58 km2 dengan batas 
wilayah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Luwu Timur 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Luwu 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Mamuju 
2. Pemerintahan 
Wilayah Hukum Polres Luwu Utara dikepalai oleh seorang 
Bupati bernama Drs. H. Arifin Junaidi, M. M yang secara 




Wilayah Hukum Polres Luwu Utara berada diketinggian 50 
sampai 300 meter di atas permukaan air laut.Keadaan tanah 
umumnya subur yang sangat cocok untuk digunakan sebagai tanah 
perkebunan dan pertanian.Pemukiman penduduk mayoritas berupa 
rumah dan pertokoan, terdapat beberapa tempat hiburan seperti 
kafe serta penginapan dan penduduknya multi etnis. 
4. Demografi 
Wilayah Hukum Polres Luwu Utara meliputi jumlah 
penduduk sebanyak 250.111 jiwa atau sekitar 50.022 Kepala 
Keluarga yang sebagian besar (80,93%) bermata pencaharian 
sebagai petani. 
5. Kondisi Unit Kerja 
Polres Luwu Utara dipimpin seorang Kepala Kepolisian 
Resort (Kapolres) yang bernama AKBP Hery Marwanto yang 
membawahi beberapa unit kerja. 
Adapun unit khusus yang menangani masalah perempuan 
dan anak, termasuk di dalamnya masalah KDRT yaitu Unit 
Pelayanan Perempuan dan Anak yang berada di lingkup Polres 
Luwu Utara.Unit ini dibentuk sejak tahun 2007 berdasarkan 
Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Angka (Unit PPA) di 






Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data 
agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan 
mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di 
tempat dilaksanakannya suatu penelitian.  
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Utara 
tepatnya di wilayah hukum Polres Luwu Utara  dengan pertimbangan, 
wilayah ini memiliki masyarakat yang sangat kompleks. Di wilayah ini 
terdapat berbagai jenis masyarakat dengan segala suku dan agama 
yang menimbulkan keberagaman perilaku masyarakat yang menarik 
untuk diteliti dan pada tataran tertentu memungkinkan timbulnya delik 
kekerasan dalam rumah tangga.Selain itu, di wilayah ini benar telah 
terdapat kasus kekerasan fisik kepada istri sehingga data yang 
diperlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai.Hal ini yang 
menjadi alasan yang tepat bagi penulis untuk mengadakan penelitian. 
B. Jenis dan Sumber data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini di bagi ke dalam dua 
jenis data yaitu : 
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1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 
dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden atau 
informan sebagai sumber data. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan, bahan-bahan dokumentasi dari instansi terkait, 
surat kabar atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan 
dengan materi penelitian ini, termasuk peraturan perundang-
undangan yang terkait. 
C. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian 
empiris/sosiologis, pada awalnya bahan yang diteliti adalah bahan 
sekunder yang kemudian dilanjutkan pada bahan primer atau 
penelitian langsung pada masyarakat. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka mengadakan penelitian, penulis menggunakan 
cara-cara sebagai berikut: 
1. Survey kepustakaan 
Metode ini merupakan upaya untuk mendapatkan data-data 
sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa tulisan-tulisan 
ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori para ahli dan 
informasi melalui internet. 
2. Metode penelitian lapangan 
Adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan 
penelitian langsung di lapangan melalui proses wawancara atau 
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pembicaraan langsung terhadap petugas kepolisian dan pejabat 
yang berwenang. 
3. Metode Pencatatan 
Metode ini merupakan cara mengumpulkan data dengan 
mengadakan pencatatan-pencatatan yang di ambil dari 
dokumen-dokumen, buku laporan dan buku catatan lainnya 
yang ada hubungannya dengan materi skripsi yang ditulis. 
E. Analisis Data 
Adapun teknik analisis yang digunakan, yaitu: 
1. Teknik analisis kualitatifadalah suatu analisis yang mengkaji 
secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan 
dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang 
mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. 
2. Teknik analisis deduktif artinya bahwa penelitian dimulai dari 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kasus Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Istri di Wilayah 
Hukum Polres Luwu Utara Tahun 2007 – 2011  
Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan 
kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, 
transportasi, dan komunikasi, yang berdampak pada perkembangan 
masyarakat baik dalam arti positif maupun negatif.Dalam hal ini, 
perkembangan dalam arti negatif adalah bahwa perkembangan 
masyarakat diikuti oleh perkembangan kejahatan baik dari segi 
kualitas maupun kuantitas.Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah 
kejahatan ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada.Oleh 
karena itu, wajar bila menimbulkan keresahan karena kejahatan 
dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk 
perkotaan maupun pedesaan serta lingkungannya. 
Sehubungan hal tersebut kiprah kepolisian sebagai salah satu 
oknum dalam penegakan hukum sudah mulai mengisi perjalan hidup 
dan ketatanegaraan di tanah air.Mereka mengerahkan segala 
kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan, dan personelnya untuk 
memberantas kejahatan dalam masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Luwu 
Utara, maka dapat diketahui jumlah kekerasan fisik oleh suami 
terhadap istri yang terjadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 
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2007 – 2011di wilayah hukum Polres Luwu Utara sebagaimana terurai 
pada tabel 1 di bawah ini. 
Tabel 1 
Data Jumlah Kekerasan Fisik terhadap Istri  
di Wilayah Hukum Polres Luwu Utara Tahun 2007 – 2011 
 
No Tahun 






















 Jumlah 39 Kasus 
Sumber :Polres Luwu Utara Tanggal 1 Februari 2013 
Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan fisik 
oleh suami terhadap istri di Wilayah Hukum Polres Luwu Utara dari 
tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebanyak 39 kasus. Dari tabel 
tersebut juga dapat dilihat  bahwa kasus kekerasan fisik terhadap istri 
paling banyak terjadi pada tahun 2012 sebanyak 12 kasus. 
Jika dilihat dari jumlah kekerasan fisik oleh suami terhadap istri 
yang terjadi dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan secara 
kuantitas.Namun, jumlah kasus di atas haruslah dilihat sebagai 
fenomena “gunung es”, dimana kasus yang tampak hanyalah 
sebagian kecil saja dari kejadian yang sebenarnya.Terlebih angka 
tersebut hanya didapatkan dari jumlah korban yang melaporkan 
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kasusnya.Padahal terbatasnya informasi dan akses serta faktor tidak 
adanya keberanian membuat banyak korban yang tidak melaporkan 
kasusnya. Ditambah dengan kentalnya pemahaman bahwa masalah 
dalam rumah tanga adalah masalah pribadi/domestik yang orang lain 
tidak boleh ikut campur. Pemahaman inilah yang membuat kasus 
kekerasan fisik terhadap istri bisa berlangsung aman dan terjadi 
secara berulang.Ironisnya, pemahaman ini juga membuat korban 
merasa enggan meminta tolong.Selain takut mendapat kekerasan 
yang lebih berat, mereka juga takut dianggap membuka aib 
keluarga.Kondisi ini diperparah oleh minimnya atensi para penegak 
hukum dan ini tentu saja sangatlah memprihatinkan bagi bangsa kita. 
Selanjutnya penulis akan mengemukakan data kasus yang 
dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang terjadi di wilayah hukum 
Polres Luwu Utara. 
Tabel 2 
Data Kasus yang dilanjutkan pada Penuntutan di Wilayah Hukum 
Polres Luwu Utara Tahun2007 – 2011 
Ket.  2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah 




















Sumber :Polres Luwu UtaraTanggal 4 Februari 2013 
Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa banyak kasus 
kekerasan fisik oleh suami terhadap istri tidak dilanjutkan di tingkat 
penyidikian dengan cara cabut aduan oleh pihak korban. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan 
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Anak) Polres Luwu Utara, AIPTU Tadius Palipadang, S. H., dijelaskan 
bahwa kasus kekerasan fisik oleh suami terhadap istri terlebih dahulu 
dimediasi oleh pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik yang 
menyarankan agar kedua belah pihak menyelesaikan secara 
kekeluargaan sesuai dengan salah satu tujuan dari UU PKDRT yaitu 
memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 
Dengan demikian, kebanyakan kasus kekerasan fisik oleh suami 
terhadap istri tidak sampai diproses pada tingkat Pengadilan. 
Berdasarkan laporan kekerasan fisik terhadap istri yang masuk 
pada pihak kepolisian, menurut AIPTU Tadius Palipadang, S. H., 
dijelaskan bahwa umumnya hal itu terjadi disebabkan karena 
kecemburuan terhadap pasangan ditambah dengan perkembangan 
teknologi dan informasi seperti internet dan telepon genggam yang 
menjadikan hubungan suami istri tidak lagi harmonis.  
Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri bukan sesuatu yang 
bisa dibiarkan begitu saja.Dilihat dari segi hukum, agama, maupun 
sosial, kekerasan fisik terhadap istri adalah sesuatu yang yang tidak 
dibenarkan. 
B. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Suami Melakukan Kekerasan 
Fisik Terhadap Istri di Wilayah Hukum Polres Luwu Utara 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Luwu 
Utara, ditemukan 39 kasus kekerasan fisik yang dilakukan suami 
terhadap istri. Diantara 39 kasus, penulis melakukan pembagian 
kuisioner yang kemudian diisi oleh 5 orang pelaku yang kasusnya 
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diadukan dan 1 orang pelaku yang kasusnya hanya diselesaikan di 
desa sebagai sampling. Terhadap pelaku – pelaku tersebut diberikan 
pertanyaan yang sama yaitu identitas, faktor – faktor penyebab para 
pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap istri, serta beberapa 
pertanyaan – pertanyaan lainnya yang mendukung penelitian. Dari 
hasil pengisian kuisioner tersebut, para pelaku mengemukakan 
penyebab mereka melakukan kejahatan kekerasan fisikoleh  terhadap 
istri, antara lain: 
1. Anto, beralamat di Dsn. Mutasari, Ds. Girih Kusuma, Kec. 
Malangke, usia 27 tahun, pekerjaan Tani. Kasus: Anto meninju dan 
mencekik leher istrinya karena istrinya sibuk menelpon dan tidak 
memperdulikan Anto saat memanggilnya.  
2. Muh. Fajri A, beralamat di Sutem Jl. Mujahidin, Kel. Bone, usia 36 
tahun, pekerjaan swasta. Kasus: Muh. Fajri yang sudah menikah 
sebanyak 2 kali tanpa sepengetahuan istrinya, memukuli istrinya 
dan menendang secara berkali – kali karena tidak suka cara 
istrinya yang seringkali mencurigai dirinya. 
3. Bambang, beralamat di Ds. Lara, Kec. Baebunta, usia 19 tahun, 
pekerjaan tani. Kasus: memukul lengan istri dan menendang 
setelah istrinya jatuh karena istrinya ingin membawa anaknya yang 
sakit ke Puskesmas Pembantu (Pustu) tetapi Bambang tidak 
mengizinkan karena saat itu panas matahari, namun istrinya tidak 
menghiraukan larangan Bambang. 
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4. Silwan, beralamat Lingk. Nusa, Kel. Marobo, Sabbang, usia 29 
tahun, pekerjaan tani. Kasus: Silwan memukul istrinya dengan 
meninju kepalanya berulang kali karena Silwan jengkel dan marah 
karena istrinya menjadi operator lagu disebuah kafe. 
5. Ibrahim, beralamat di Ds. Toledan, Ds. Torpedo Jaya, Kec. 
Masamba, usia 37 tahun, pekerjaan tani. Kasus: melakukan 
perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya saat Ibrahim dalam 
keadaan mabuk karena istrinya tidak bersedia membuatkan sokko’ 
(makanan yang terbuat dari ketan). 
6. Laju’, beralamat di Ds. Saptamarga, usia 60 tahun, pekerjaan 
pemulung. Kasus: Laju’ yang telah beristri sebanyak 2 kali 
memukuli istrinya lalu mengejarnya dengan parang karena Laju’ 
merasa tidak diperhatikan. 
Dari hasil pengisian kuisioner dan wawancara di atas, dapat 
ditarik kesimpulan mengenai faktor – faktor penyebab mereka 
melakukan kekerasan fisik terhadap istri, yaitu: 
1. Faktor kecemburuan 
Adanya kecemburuan yang terjadi antara kedua belah pihak 
dalam lingkup rumah tangga tersebut. 
2. Faktor Kurangnya perhatian 
Suami atau istri yang tidak saling memperhatikan terkadang 
menjadi pemicu terjadinya kekerasan di dalam sebuah rumah 
tangga. Biasanya seorang istri yang merasa tidak diperhatikan oleh 
suaminya akan berbuat sebaliknya terhadap suaminya. Ketika hal 
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ini terus berlanjut dan seorang suami tidak bisa menerima hal ini 
maka terkadang menimbulkan kemarahan pada suami yang 
memicu terjadinya kekerasan fisik terhadap istri. 
3. Faktor Lingkungan 
Lingkungan atau lokasi tempat tinggal mereka yang sangat 
dekat dengan tempat – tempat hiburan malam dimana tempat 
tersebut selalu menjadi tempat yang dipermasalahkan oleh kedua 
belah pihak dan wilayah tersebut memang memungkinkan 
pasangan untuk selalu berpikiran negatif. 
4. Pengaruh Minuman Keras 
Seseorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras 
(miras) cenderung tidak dapat mengontrol emosinya.Sehingga 
mengakibatkan orang yang berada di bawah pengaruh miras 
melakukan hal – hal di luar kesadarannya. 
5. Usia 
Usia juga berpengaruh terhadap cara pandang seseorang 
dalam menghadapi suatu masalah. Seseorang yang usianya 
dikategorikan masih sangat muda misalnya saja 19 tahun, tentu 
saja kan berbeda pemikirannya dengan orang yang dikategorikan 
sudah cukup umur untuk menikah. Seseorang yang berusia 19 
tahun atau dibawah dari 19 tahun pemikirannya masih di anggap 




6. Faktor kurangnya komunikasi antar suami dan istri  
Sebuah keluarga membutuhkan komunikasi yang baik antar 
sesama anggota keluarga terutama antara suami dan istri. Ketika 
komunikasi yang terbangun baik maka hubungan antara suami dan 
istri juga akan baik. 
7. Faktor perkembangan teknologi 
Perkembangan teknologi yang menghasilkan alat – alat 
komunikasi seperti telepon genggam membuat seseorang 
terkadang melupakan orang – orang di sekitarnya.Seperti halnya 
seorang istri atau suami yang melupakan pasangan mereka hanya 
karena mereka sibuk dengan telepon genggam yang mereka miliki. 
8. Faktor Poligami 
Seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang 
terkadang sulit berlaku adil terhadap istri – istrinya.Hal ini menjadi 
pemicu istri kurang memperhatikansuaminya.Sehingga suami yang 
merasa tidak diperhatikan marah dan melakukan kekerasan fisik 
terhadap istrinya. 
Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres 
Luwu Utara Bapak AIPTU Tadius Palipadang, S. H (wawancara 
tanggal 5 Februari 2013 10.30 WITA), faktor-faktor yang 





1. Faktor Budaya 
Budaya patriarki yang dianut sebagian besar masyarakat yang 
menempatkan laki – laki sebagai kepala keluarga dan perempuan 
sangat bergantung pada suaminya baik dari segi ekonomi maupun 
sosial menyebabkan posisi tersubordinasi dimana perempuan 
berada di bawah kekuasaan suaminya. 
2. Tidak adanya kesetaraan gender 
Dalam hal ini, kurangnya pemahaman kedua belah pihak baik 
suami maupun istri tentang kesetaraan gender yang sebenarnya 
dibangun dari konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) 
dimana dalam setiap masalah seharusnya dilakukan musyawarah 
mufakat untuk menyamakan pendapat. 
3. Tidak ada demokrasi dalam keluarga 
Rumah tangga yang bersifat monarki dimana suami sebagai 
raja, sedangkan istri dan anak sebagai rakyat.Sehingga, suami 
memiliki kekuasaan penuh atas istri dan anak yang menyebabkan 
suami dapat berbuat semaunya. 
4. Faktor ekonomi 
Penyebab terjadinya kejahatan banyak disebabkan karena 
masalah ekonomi.Dalam hal lingkup rumah tangga, stabilitas 
ekonomi yang menurun biasanya menimbulkan percekcokan. 
5. Aspek Moralitas 
Aspek ini merupakan faktor penyebab yang paling menonjol 
karena apabila orang – orang yang berada dalam lingkup suatu 
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rumah tangga tersebut memiliki moral yang baik, maka kasus – 
kasus kejahatan kekerasan fisik terhadap istri tidak akan terjadi 
dimana mereka akan selalu berpikir dan bertindak secara rasional. 
6. Aspek pendidikan 
Aspek ini merupakan faktor penyebab terkecil karena sebagian 
besar orang – orang berpendidikan justru terlibat sebagai pelaku 
dalam kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sehingga 
sepertinya aspek pendidikan tidak begitu berpengaruh. 
Adapun berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan 
pengisian kuisioner yang dilakukan dengan pihak kepolisian dan para 
pelaku, dapat dirangkum faktor – faktor penyebab terjadinya 
kekerasan fisik terhadap istri di wilayah hukum Polres Luwu Utara, 
yaitu: 
1. Faktor Internal, menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan 
yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan 
bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau 
frustasi, seperti: kecemburuan, ketidakadilan, pengaruh miras, 
aspek moralitas, usia, tidak adanya demokrasi di dalam keluarga 
dan kurangnya komunikasi. 
2. Faktor Eksternal, menyangkut faktor – faktor dari luar diri si pelaku 
kekerasan, seperti: faktor lingkungan, faktor perkembangan 
teknologi, faktor budaya, faktor ekonomi, aspek pendidikan, dan 
tidak adanya kesetaraan gender. 
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Apabila dikaitkan dengan sebab timbulnya kejahatan menurut 
etiologi kriminil maka faktor – faktor di atas termasuk ke dalam teori 
mazhab sosiologis dan mazhab biososiologis.Mazhab sosiologis, yaitu 
faktor penyebab utama dari kejahatan adalah tingkatan penjahat dan 
lingkungannya yang tidak menguntungkan.Adapun menurut mazhab 
biososiologis, timbulnya berbagai bentuk kejahatan dipengaruhi oleh 
sederetan faktor – faktor, dimana watak dan lingkungan seseorang 
banyak berperan.  Faktor tersebut antara lain adalah: sifat, watak, 
bakat, intelek, pendidikan dan pengajaran, suku bangsa, seks, umur, 
kebangsaan, agama, ideologi, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan 
keluarga. Hal ini bisa dilihat dari sifat emosional dan watak keras dari 
para pelaku yang sangat sukar untuk mengontrol emosinya, keadaan 
ekonomi yang mengharuskan untuk bekerja di tempat hiburan malam 
dan kurang perhatian terhadap keluarga serta pekerjaan suami dan 
istri yang menimbulkan percekcokan. 
C. Upaya Penanggulangan Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap 
Istri di Wilayah Hukum Polres Luwu Utara 
Masalah kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan 
fisik oleh suami terhadap istri cukup rumit untuk dihadapi karena 
masalah ini berada di lingkup pribadi (private).Sehingga kasus – kasus 
yang terjadi kadang tidak terselesaikan dengan baik, bisa 
menimbulkan suatu trauma yang berkepanjangan dan belum banyak 
dimengerti sebagi suatu masalah yang serius. 
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Menanggapi kecenderungan akan meningkatnya kekerasan 
fisik oleh suami terhadap istri dalam kurun waktu belakangan ini, maka 
diperlukan suatu upaya penanggulangan untuk mengatasi dan 
menyelesaikan kasus – kasus kekerasan fisik terhadap istri. 
Pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan sedini 
mungkin, seperti yang dijelaskan oleh AIPTU Tadius Palipadang, S. H 
(Kanit PPA Polres Luwu Utara, wawancara tanggal 5 Februari 2013) 
bahwa hal – hal yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian utnuk 
mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah 
tangga khususnya kekerasan fisik terhadap istri, diantaranya: 
1. Penerangan, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat 
secara langsung mengenai pencegahan kejahatan melalui media 
cetak, misalnya dengan memasang spanduk. 
2. Bimbingan Penyuluhan (BIMLUH), yaitu menyelenggarakan 
sosialisasi – sosialisasi hukum yang bertemakan cara pencegahan 
dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga khususnya 
kekerasan fisik terhadap istri. 
3. Tatap Muka, yaitu silaturahmi bersama anggota masyarakat secara 
langsung untuk membicarakan masalah – masalah yang menjadi 
persoalan. 
4. Pelayanan Masyarakat (YANMAS), yaitu memberikan keterangan 
atau membantu masyarakat mengenai masalah hukum. 
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5. Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), yaitu semacam pengadaan 
sosialisasi yang bertujuan mengajar masyarakat mengenai masalah 
hukum. 
6. Ketertiban Masyarakat (TIBMAS), yaitu mengamankan, 
menertibkan, dan mengajak masyarakat untuk selalu menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat. 
7. Koordinasi, yaitu sesering mungkin melakukan koordinasi dengan 
Tokoh Mayarakat, camat, lurah, tokoh agama, tokoh pemuda, 
utamnya mengenai kamtibmas. 
Namun, menurut AIPTU Tadius Palipadang, S. H (Kanit PPA 
Polres Luwu Utara), upaya – upaya pencegahan dan penanggulangan 
kekerasan dalam rumah tangga khusunya kekerasan fisik yang 
selama ini telah dilakukan pihak kepolisian, dapat menekan jumlah 
kasus kekerasan fisik yang terjadi meskipun belum mencapai hasil 
yang optimal. Hal ini dapat terlihat dari angka kriminalitas untuk kasus 
kekerasan fisik terhadap istri di wilayah hukum Polres Luwu Utara 
yang dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan yang signifikan. 
Adapun secara umum, upaya penanggulangan untuk 
mengatasi kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan fisik 
terhadap istri, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, dari 
masyarakat sampai aparat.Akan tetapi, suatu perilaku konkrit belum 
takan muncul apabila belum ada perubahan sikap maupun persepsi 
mengenai kekerasan fisik terhadap istri di dalam rumah tangga itu 
sendiri. Oleh sebab itu, kepolisian yang bekerjasama dengan Badan 
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Pemberdayaan Perempuan dan Anak PEMDA Luwu Utara melakukan 
langkah – langkah, sebagai berikut: 
1. Meluruskan mitos – mitos mengenai kejahatan kekerasan dalam 
rumah tangga khususnya kekerasan fisik terhadap istri dan 
mempopulerkan fakta – faktanya. Hal ini diharapkan agar 
masyarakat bersikap lebih objektif dalam memandang persoalan 
kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan fisik 
terhadap istri. Dan tidak lagi memandang persoalan ini bukanlah 
suatu yang penting. 
2. Sosialisasi mengenai prinsip kesetaraan antara laki – laki dan 
perempuan, lebih khususnya dalam konteks hubungan suami dan 
istri. Agar tidak lagi menimbulkan relasi yang tidak seimbang antara 
suami dan istri yang mengakibatkan keduanya menjadi korban, 
hanya saja perempuan adalah korban yang lebih merugi. 
3. Mesosialisasikan delik hukum yang berkaitan dengan masalah 
kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan fisik 
terhadap istri. Dengan begitu orang akan mengerti bahwa 
melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah sama dengan 










Dari pembahasan skripsi yang penulis telah kemukakan 
sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam 
rumah tangga khususnya kekerasan fisik terhadap istri di wilayah 
hukum Polres Luwu Utara yaitu: 
a. Faktor Internal, seperti: kecemburuan, ketidakadilan, pengaruh 
miras, aspek moralitas, usia, poligami, tidak adanya demokrasi 
di dalam keluarga dan kurangnya komunikasi. 
b. Faktor Eksternal, seperti: faktor lingkungan, faktor 
perkembangan teknologi, faktor budaya, faktor ekonomi, aspek 
pendidikan, dan tidak adanya kesetaraan gender. 
2. Upaya-upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga 
khususnya kekerasan fisik terhadap istri di wilayah hukum Polres 
Luwu Utara yaitu: Penerangan, Bimbingan Penyuluhan (BIMLUH), 
Tatap Muka, Pelayanan Masyarakat (YANMAS), Pendidikan 
Masyarakat (DIKMAS), Ketertiban Masyarakat (TIBMAS), dan 
Koordinasi. 
B. Saran 
1. Pihak kepolisian diharapkan lebih mensosialisasikan lagi Undang – 
Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
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Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat, karena masih banyak 
masyarakat yang awam terhadap Undang – Undang tersebut. 
2. Pihak kepolisian diharapkan lebih responsif dalam menerima dan 
melakukan upaya penanggulangan sehingga kekerasan dalam 
rumah tangga khususnya kekerasan fisik terhadap istri tidak 
terulang kembalidan bias mengalami penurunan angka kriminalitas 
di tahun berikutnya. 
3. Setiap orang sebaiknya menyadari posisi, hak, dan kewajibannya di 
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